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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1.

Indepedensi Kompolnas tidak disebutkan secara tertulis dalam Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia maupun
Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2005 tentang Kompolnas, namun demikian
bila dilihat dari hubungan hierarkis, pola rekruitmen, kinerja dan pertanggung
jawabannya, maka Kompolnas masih relevan untuk disebut sebagai lembaga yang
independen dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Berbagai faktor yang mendukung independensi Kompolnas seperti Asas
Organisasi dan Peraturan Kompolnas, Komposisi anggota Kompolnas dan juga
Sistem pengambilan keputusan Kompolnas makin memperkuat independensi
Kompolnas dimana kemudian dapat menutupi kelemahan-kelemahan yang
menjadi faktor penghambat independensi Kompolnas seperti Faktor Normatif,
Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Kompolnas, dan Kesekretariatan

Kompolnas.

B. Saran

Sekalipun Kompolnas terbukti sebagai suatu badan yang independen, alangkah

baiknya jika Pemerintah lebih memperkuat kedudukan dan jaminan bagi Komisi

Kepolisian, karena eksistensi dari Komisi Kepolisian yang ditopang oleh Peraturan
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Presiden (Perpres), dapat diartikan bahwa setiap saat komisi ini bisa saja dibubarkan
oleh Presiden tanpa meminta persetujuan lebih lanjut dari lembaga negara manapun
termasuk DPR bila Presiden menganggap lembaga ini tidak lagi diperlukan.

Komposisi anggota Kompolnas perlu dirombak dengan mengisi seluruh kursi
dari kalangan orang-orang yang independen, bukan dari kabinet Presiden sendiri atau
orang-orang yang diragukan independensinya karena masih menjabat sebagai anggota
Polri aktif meski hal ini ditujukan untuk mempermudah pelaksanaan tugas
Kompolnas.

Terakhir, mengenai wewenang, tugas, fungsi dan kegiatan dari komisi kepolisian
perlu diperluas dan dipertegas sehingga tidak menimbulkan kesan bahwa Kompolnas
hanyalah sebuah lembaga “think tank” saja. Penambahan fungsi utama Kompolnas
dari sekedar lembaga pemberi saran menjadi lembaga yang juga mempunyai fungsi

sebagai lembaga pengawasan akan menambah integritas Kompolnas.
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